KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

; 1 Undang-ndan Noor 14 ahun 0 entang Keukaan Infos
Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik

5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 Tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- SOP Permintaan Informasi Publik
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Nomor SOP 7 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan 3 Januari 2025
Tanggal Revisi 6 Agustus 2026
Tanggal Efektif 6 Agustus 2026

Disahkan oleh

Nama SOP . Pengajuan Pengujian Informasi Publik —— "~

i

Minimal SMA/Sederajat
Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Memiliki kemampuan memahami pedoman pengelolaan layanan informasi

Menguasai komputer

ema rja dan Rencan Kerja

- SOP Pengumuman Informasi Publik

Alat Tulis Kantor

Komputer

1
2
- SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik 3
- SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik 4

Jaringan Internet

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini
tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat
dipertanggungjawabkan oleh instansi

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




KPU Kabupaten Padang Pariaman mengajukan permohonan
Pengujian Konsekuensi kepada PPID KPU Provinsi Sumatera
Barat dengan menyertakan kajian awal atas permohonan
informasi

Kajian awal atas
permohonan informasi

Tentatif

Dokumen usulan

PPID KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan permohonan
penguijian tersebut kepada Atasan PPID KPU Provinsi Sumatera
Barat

Tentatif

Atasan PPID KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan konsultasi
kepada Atasan PPID KPU RI disertai kajian awal atas Informasi
Publik yang akan dikecualikan

Dalam hal Atasan PPID KPU menyetujui dilaksanakannya
Pengujian Konsekuensi, Atasan PPID KPU Provinsi Sumatera
Barat memberitahukan kepada pembina PPID KPU Provinsi,
PPID Pelaksana dan tim pertimbangan di KPU Provinsi perihal
akan dilaksanakannya pengujian meliputi waktu, tempat dan
agenda pengujian konsekuensi

Tentatif

PPID Pelaksana dan/atau KPU Kabupaten Padang Pariaman
yang menguasai informasi mempersiapkan materi informasi
publik yang menjadi objek pengujian konsekuensi dan membuat
kajian awal atas konsekuensi bahaya dibukanya informasi publik
dan kepentingan publik atas Informasi Publik dan menyampaikan
hasil kajian awal atas konsekuensi bahaya dibukanya Informasi
Publik dan kepentingan publik atas Informasi Publik kepada PPID
KPU Provinsi Sumatera Barat serta menghadiri Pelaksanaan
Penguijian Konsekuensi

Materi informasi publik
yang menjadi objek
pengujian konsekuensi
dan kajian awal atas
konsekuensi bahaya
dibukanya informasi
publik dan kepentingan
publik atas Informasi
Publik

Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat

memberikan persetujuan atas hasil pengujian konsekuensi, PPID
KPU Provinsi Sumatera Barat membuat penetapan hasil uji
konsekuensi yang menyatakan bahwa informasi yang menjadi
objek uji konsekuensi bersifat terbuka atau dikecualikan

Penetapan keputusan

Tentatif

Penetapan Informasi
Terbuka atau
dikecualikan




